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TENTANG

PEMBtrNTUKAN PANITIA I(HUSUS III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL TERHADAP PEMBAHASAN RANCANCAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DABRAH KABUPATEN KENDAL,

Menimbang 1 bahwa dalam rangka merjalankan tugas dan fungsi
alat kelengkapan Badan Kehormatan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah guna menegakkan kode
etik, tata tertib, dan sumpah jabatan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai
dengan ketentuan peratr_rran perundang-undangan
serta dan menindak lanjuti ketentuan pasal 120
dan Pasal 189 ayat (2) Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerae Kabupaten Kendal Nomor
1 Tahun 2024, maka perlu dibentuk panitia Khusus
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Kendal terhadap pembahasan Rancangan peraturan
Dewan Perwakilan Ratryat Daerah Kabupaten
Kendal tentang Tata Beracara Badan Kehormatan
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Kendal dan Kode Etik Dewan perwakilan Rakyat
Daerah I(abupaten Kendal;

b bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf
a diatas, maka perlu dituangkan dalam Keputusan
Dewan Perwakilan Rai<yat Daerah Katupaten
Kendal tentang pembentukan panitia Khusus I II
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kendal terhadap pembahasan Rancangan
Peraturan Dewan per,vakilan Rakyat Daerah
Kabupaten I(enda1;
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Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah I(abupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah
Tingkat II Batang dengan mengubah Undang_
Undang Nomor 13 Tahun lgSO tentarig
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2757);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun
20 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2Oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali
terakhir telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta I(erja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor t2, 13, 14, dan 15 dari hal
Pembentukan Daerah-daerah l(abupaten di
Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Yograkarta;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976
tentang Perluasan I(otamadya Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2074
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang_Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indc,nesia Tahun 2014 Nomor
19e);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor g0
Tahun 20l5 tentalg pembentukan produk
Hukum Daerah (berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor S Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8
Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 159);

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kendal Nonor 1 Tahun 2024 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal TaLrun 2024 Nr:mor 21).

MEMUTUSKAN:

Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun
dan dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten I(endal
bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
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KETIGA

Membentuk Panitia Khusus III Dewan Penvakilan
Ralryat Daerah Kabupaten Kendal dengan susunan
dan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan
Keputusan ini.

Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan ini bertugas membahas :

1. Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten KenCal tentang Tata Beracara
Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kendal.

2. Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kendal tentang Kode Etik
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kendal.



KEEMPAT

KELIMA

Sebelum masa kerja berakhir, panitia Khusus III
diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis
dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kendal.

Keputusan ini
ditetapkan.

mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 5 Juni 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
trN KtrNDAL

a,

SOD]Q

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Kendal di Kendal;
3. Para anggota DPRD Kabupaten Kendal di Kendal;
4. Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
5. Para Staf Ahli Bupati dan Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal di Kendal;
7.Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal di Kendal;
8. Arsip.
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LAMPIRAN: KDPUTUSAN DEWAN PtrRWAKILAN RAKYAT DAtrRAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4/ 06 /2O2s
TANGGAL : sJuni2025

KEDUDUKAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TEN KENDAL

* a

Wakil Ketua
An ota
An

Ketua

ota
An ota
An ota
Anggota

An ota
An ota
An ota

*
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fn

soDIQ

t)

NO NAMA FRAKSI
1 H. Anurrochim,S.lP.,MM Partai Gerakan Indonesia Raya
2 Sukron, S.Pd.I Partai Keadilan Sejahtera
3 H.M.Nurul Mujib Partai Kebangkitan Bangsa
4 Rizki Oktavianti, S.Pd. Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Golongan Karya.J dr. Titik Wahyuningsih
Partai Golongan I(arya6 H. Supriyadi, SH.,MH

Wiwit Widayanti,SH Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan

7

Partai Gerakan Indonesia RayaB Supriyanto, SE
9 H. Ihwan, S.Pd.l Partai Persatuan Pembangunan
10. H. Suiarno, SE Partai Amanat Nasional


